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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis mengenai perkembangan pengaturan tindak lanjut pengawasan dan penanganan

Bank dalam Resolusi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta bagaimana perkembangan ini mempengaruhi pengambilan

keputusan penyelamatan BPR sebagai Bank dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tulisan ini disusun menggunakan metode doktrinal. Berlakunya UU PPSK mengubah status pengawasan

dan tindak lanjut pengawasan Bank oleh LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu implikasi

berlakunya UU PPSK terhadap penanganan Bank dalam Resolusi adalah dengan memperluas peran LPS

sebagai pengurang risiko (risk minimizer) krisis Perbankan yang memungkinkan LPS menerapkan metode

keterlibatan dini Bank dalam Resolusi. LPS kini dapat menentukan berbagai metode termasuk penjajakan

kepada investor untuk memperbaiki kondisi finansial Bank sebelum menentukan opsi resolusi yang diatur

dalam Undang-Undang. Hal ini memungkinkan LPS untuk menerapkan konversi pinjaman pemegang saham

menjadi modal inti tambahan sebagai bentuk penyehatan kembali Bank sebagaimana diterapkan pada kasus

BPR X.

......This paper analyzes the development of supervision and banks in resolutions management after the

enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector

(UU PPSK) and how these developments influence decision making to save BPRs as banks in resolutions by

the Deposit Insurance Authority (LPS). This paper was written using doctrinal research method. The

enactment of the PPSK Law changes the status of supervision and follow-up to bank supervision by LPS

and the Financial Services Authority (OJK). One of the implications of the enactment of the PPSK Law on

Banks in Resolution management is the expansion of LPS’ role as a risk minimizer for banking crises,

which allows LPS to implement methods of early involvement in Banks in Resolution. LPS can now

determine various methods including seeking investors to aid a Bank’s financial condition before

determining the resolution options regulated in the Law. This allows LPS to implement the conversion of

shareholder loans into additional core capital as a form of bank restructuring as applied in the case of BPR

X.
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